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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP,
adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa
Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan
Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan
diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983,
DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non
departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden
Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga
pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami
kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi objek
pemeriksaannya.. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para
penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan Kinerja instansi yang

dipimpinnya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP,
adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa
Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan

Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pengawasan



keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala
pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan
dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya.
Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan
lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan

peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan BPKP
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192
Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
dan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem
Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern
dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, BPKP berperan dalam
melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan
pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam rangka pengawalan pembangunan

nasional dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



Di wilayah "Sai Bumi Ruwa Jurai” Provinsi Lampung, Perwakilan BPKP Provinsi
Lampung diberi amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas.
Berbagai Aktivitas dan Kegiatan telah dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas
kepada enam belas pemerintah daerah (termasuk pemerintah Provinsi Lampung),
sejumlah BUMN/BUMD serta instansi vertikal yang berada di Provinsi Lampung.
Semuanya dilaksanakan oleh personil yang memiliki kompetensi dan

profesionalisme yang tinggi dan didukung oleh berbagai aplikasi yang memadai.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan
dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Misi
adalah bagaimana sebuah perusahaan dapat mewujudkan cita-citanya tersebut di
masa depan. Selain itu, misi juga akan menjawab beberapa pertanyaan seperti
bagaimana sikap perusahaan, bagaimana upaya untuk menang, hingga bagaimana

mengukur sebuah proses kemajuan.

2.2.1 Visi Perusahaan

Auditor Internal Pemerintah Rl Berkelas Dunia untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

2.2.2 Misi Perusahaan

1.  Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola
Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan

BPKP Provinsi Lampung.



Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang
Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung serta

Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi

Lampung.

2.3 Bidang Usaha/Kegiatan Utama Perusahaan

Bidang usaha/kegiatan umum yang dilakukan perusahaan diantaranya :

1.

Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara
dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral,

Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau
permintaan Kepala Daerah;

Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan

Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang
pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2.4 Lokasi Perusahaan

Tempat Pelaksaan  : BPKP Provinsi Lampung

Alamat : JI. Basuki Rahmat No.33, Sumur Putri, Kec. Teluk Betung

Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung.



2.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP,

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1.  Kepala Perwakilan

2. Kepala Bagian Umum

3. Koordinator Pengawasan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

4.  Koordinator Pengawasan Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah
Daerah

5.  Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara

6.  Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi

7. Koordinator Pengawasan Bidang Program, Pelaporan, dan Pembinaan APIP
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Gambar. 2.5 Struktur Organisasi



